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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas Undang-undang No. 41 

Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang di Kota 

Banjarmasin maka belum efektif. Karena praktek wakaf uang di Kota 

Banjarmasin belum pernah terjadi dan kalaupun ada dalam penerapannya 

wakaf uang belum sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 

mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin, maka faktor yang mempengaruhi 

adalah faktor penegak hukum/ penyelenggara undang-undang dalam hal ini 

Kementrian Agama Kota Banjarmasin yang belum dapat bekerjasama dengan 

pihak Lembaga Keuangan Syariah dan belum mensosialisasikan Undang-

Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf 

uang kepada masyarakat luas. Faktor sarana dan fasilitas dalam hal ini 

menyangkut sumber daya manusia yakni para pegawai Kementrian Agama 

Kota Banjarmasin dan karyawan Lembaga Keuangan Syariah belum begitu 

memahami mengenai isi Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf 
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Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf uang. Faktor kesadaran masyarakat dalam 

hal ini karena masyarakat di Kota Banjarmasin masih mempraktekkan wakaf 

uang cenderung langsung menyalurkannya ke Mesjid atau ke Pesantren tanpa 

melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selanjutnya faktor kebudayaan 

dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Kota Banjarmasin bahwa 

wakaf hanya berbentuk kebendaan saja dan dan kalaupun uang maka uang 

tersebut akan dibelikan barang sesuai dengan kebutuhan mesjid atau 

pesantren, hal itu sudah ada sejak dari zaman dahulu, sehingga sudah 

mendarah daging bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Dari keempat faktor 

tersebut ada faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas Undang-

undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 28, 29, 30 mengenai wakaf 

uang di Kota Banjarmasin yaitu faktor penegak hukum/penyelenggara 

undang-undang yakni Kementrian Agama Kota Banjarmasin karena 

kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas maupun kepada pihak-pihak 

terkait mengenai perwakafan uang di Kota Banjarmasin, sehingga wakaf uang 

belum berjalan sesuai dengan amanat Undang-undang. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai wakaf dan adanya wakaf 

uang membuat masyarakat tidak begitu mengerti tentang wakaf uang tersebut. 

Masyarakat mempunyai pandangan bahwa wakaf itu umumnya berwujud 

benda yang tidak bergerak, dan dalam praktiknya di atas tanah wakaf itu 
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biasanya didirikan masjid atau madrasah. Masyarakat juga kerap 

mempersepsikan wakaf sebagai sumbangan berupa asset tetap dengan tujuan 

ketakwaan. Demikian juga dalam hal pengelolaannya, harta wakaf hanya 

diperuntukkan untuk madrasah, kuburan, yayasan, masjid dan mushalla. 

Akibatnya harta wakaf cenderung tidak berkembang. Oleh karena itu penulis 

hanya menyarankan kepada Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan 

khususnya Kementrian Agama kota Banjarmasin, agar dapat 

mensosialisasikan wakaf uang secara intens kepada masyarakat supaya dapat 

merubah paradigma atau pandangan mereka mengenai wakaf uang, karena 

melihat potensi wakaf uang yang begitu sangat besar untuk mensejahterakan 

rakyat khususnya di kota Banjarmasin. 

2. Perlu adanya kerjasama antar pihak, yakni Kementrian Agama dengan pihak 

Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Banjarmasin khususnya kepada LKS 

yang telah mendapat SK dari Menteri Agama sebagai LKS penerima wakaf 

uang. Disini penulis hanya manyarankan kepada Kementrian Agama dan 

Lembaga Keuangan Syariah agar bersatu padu untuk mensukseskan atau 

menjalankan amanat undang-undang perwakafan, untuk Lembaga Keuangan 

Syariah swasta agar membuka produk wakaf yang dikelola langsung oleh 

Lembaga Keuangan Syariah tersebut, walaupun sulit karena terkait dengan 

produk tergantung oleh kantor pusat. Penulis juga menyarankan paling tidak 

Bank Daerah yang menjalankan wakaf uang di Kota Banjarmasin, yakni Bank 

Kalimantan Selatan Syariah agar benar-benar menjalankan wakaf uang sesuai 
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dari amanat undang-undang perwakafan, walaupun terlebih dahulu harus 

mendaftarkan perusahaan untuk ditetapkan sebagai LKS yang menerima 

wakaf uang. 

3. Kemudian kepada organisasi keagamaan khususnya MUI Kalimantan Selatan 

agar dapat bekerjasama mensosialisasikan wakaf uang yakni dengan 

mengadakan kegiatan-kegiatan dengan mengundang penyuluh-penyuluh 

agama, kiayi, ustadz, mubalig, tokoh masyarakat dan tentunya mahasiswa 

agar mereka dapat juga mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat 

kota Banjarmasin secara langsung. 

4. Selanjutnya untuk para akademis agar dapat melanjutkan penelitian yang saya 

buat ini dalam sudut pandang yang lain, seperti pengelolaan wakaf produktif 

di Kota Banjarmasin, pendapat para ulama di Kalimantan selatan mengenai 

wakaf uang atau pemahaman masyarakat kota Banjarmasin dalam memahami 

wakaf uang. 
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